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d: Asia

armonisasi UU
Arbitrase telah
dimulai lebih dari

Konvensi tentang
uan dan Pelaksanaan Putusan
el Asing (Konvensi New
York) ditandatangani 1958. Konvensi
New York adalah perjanjian yang
mengatu pengakuan dan pelasa-
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Harmonisasi UU Arbitrase

Pasifik

sistem hukum negara Non-Model
Law yang bertabrakan dengan keten-
tuan UNCITRAL Model Law. Bagi ne-
gara tersebut, mengadopsi Model Law
‘berarti mengamandemen undang-
undang negara itu sendiri agar tidak
berbenturan dengan Model Law.

TAHAP INTERIM

Proses arbitrase sering dihadap-
kan dengan permintaan salah satu
pihak yang mendesak (interim
‘measure atau conservatory

put
(asing) dapat dilaksanakan di ne-
gara manapun selain dari negara
di mana putusan itu dikeluarkan.

syarat suatu putusan arbitrase inter-
nasional (asing) dapat dibatalkan,
yang mencakup cacat prosed:
dalam sebuah proses arbitrase, dan
bukan terkait dengan kesalahan dari
‘hukum substantif atau pokok perka-
ra (Pasal 5 Konvensi New York).
Perkembangan lebih lanjut me-
ngenai harmonisasi UU Arbitrase
ini terus terjadi dengan muncul-
nya UNCITRAL Model-Law on
International Commercial Arbitration
pada 1985 (Model Law). Sejak
Model Law i ditetapkan, negara-

‘mulai mengubah UU Arbitrase me-
reka masing-masing dengan men-
gadopsi Model Law tersebut.
Namun, meskipun Model Law
‘memiliki pengaruh yang kuat terha-
dap UU Arbitrase di negara-negara
Asia Pasifik, tidak semua negara di
kawasan itu telah mengadopsi atau
terinspirasi oleh Model Law. Sebagai
contoh, Republik Rakyat China dan
Indonesia belum mengadopsi Model
Law, sehingga kemudian kedua ne-
gara dikategorikan sebagai n
‘Non-Model Law”. Sementara itu, ne-
gara yang mengadopsi Model Law,
seperti Singapura dan Malaysia, dikat-
egankan sebagai negara ‘Model Law.
Yang menarik untuk dicatat di
sini adalah bahwa beberapa. v
Non-Model Law mengalami kest
bergabung dengan negara yang o

measure)

untuk objek seng-
Keta. Sebagai contoh, dalam sebuah
sengketa jual beli saham di antara
para pelaku bisnis, ada kemungkinan
dalam hitungan detik saham yang

dapat dijual dengan
mudah di bursa. Oleh karena itu,
saham Iﬂsebul harus segera dia-
mankan ketika sengketa terja
onioh ik s e

arbitrase yang dijatuh-
Kan. Jika ini terjadi,
Kesempatan menahan
Kapal dari pihak yang
‘wanprestasi akan menjadi rumi, hal
mi tentu saja merugikan pihak lawan
lalam sengketa tersebr ut
Umu.k ‘menangani hal itu, para

pihak dalam arbitrase d.lpzrbclehkan
untuk memohon solusi cepat ke-
pada majelis arbitrase dalam bentuk
interim measure atau
measure. Sejalan dengan dikeluarkan-
nya interim meastre atau il
tory measure, kepentingan mendesak
dari para pihak dapat d:nnduny, dan
kekhawatiran bahwa putusan arbitrase
hanya akan sia-sia dapat dihindari.
_ Dapat dipahami bahwa konsep
interim measure atau conservatory
measure di negara-negara Model Law
masih memberikan kesempatan ke-
pada salah satu pihak untuk memo-

0n interim measure atat conservazo-

e Nesosons

tersebut kemudian masih dapat me-
ny senghets (pokol perkara)
di hadapan majelis arbitrase.
Sementara itu, dalam sistem
hukum Indonesia, ketika para pihak
telah sepakat untuk menyelesaikan
sengketa mereka melalui arbitrase
maka majelis arbitrase harus menjadi
satu-satunya pihak yang berwenang
s s ik enga o
‘memutuskan sengketa. Karena
dasarkan Pasal 3.dan 11 UU Albltmse
indoresi, pengadian diarang
lakukan intervens terhadap pro-
ses arbitrase atau tidak mempunya
i sama sekali untuk meme-

perly dicatat bawa harmonias
tidak akan menjadi tugas yang
mudah Tannganoga tetal pala
kenyataan bahwa negara-negara Asia
Pesifik memiliki sistem hukum dan
budaya yan becbeda dan beragam,
yang seringkali berbenturan dengan
Model Law, Dalam hal ini, harmo-
nisasi UU Arbitrase akan mewajib-
kan negara di kawasan Asia Pasifik
untuk mengubah dan mereorganisa-
si undang-undangnya, dan tentu saja
ini bukan perkara yang mudah.
Model Law ini tidak cocok untuk
setiap sistem hukum, khususnya
yang berkaitan dengan ingerim
measure. Indonesia merupakan
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‘menerapkan UU Arbitrase yang

tidak sepenuhnya konsisten de-
ngan atau Model Law. Hal ini akan
‘menyebabkan pelaku usaha asing
ragu untuk berurusan dengan rekan-
rekannya di Indonesia dan hukum
Indonesia yang pada gilirannya akan
‘menghambat kepentingan ekonomi
Indonesia, khususnya iklim investasi
asing yang seharsnya ifamin tau
secara hukum

e s s
kan' n’ansaksn dl seklnr tertentu

nsi dengan
Tadnesa, Akibatnya, Indonaia
akan menjadi tujuan investasi yang
kurang men; atau men-
jadi sekunder di mata pelaku usaha,
terutama pelaku usaha asing.

KERUGIAN INDONESIA

Ironisnya, pada akhimya, pihak
yang dirugikan dengan tidak ada-
nya aturan dan peraturan yang
mendukung arbitrase internasio-
nal bukan hanya pelaku usaha,
tetapi juga negara Indonesia secara
keseluruhan.

Untuk mengakomodasi kebutuhan
mendesak tersebut, UU Arbitrase

Indonesia seharus-
nya tidak menjadi hambatan untuk
praktik bisnis internasional dan
sebaliknya seharusnya aturan hukum

n .
aik dan bermantaat bagi ke-
pentingan Indonesia, maka Indonesia
harus bersedia untuk mengadopsi
hukum internasional. Namun, per-
ubahan harus dilakukan secara
hati-hat, bila tidak hal ifu dapat
‘menyebabkan hukum
Jika para pihak berhak unfuk memo-
‘hon interim measure atau conserva-
oy megsure d pengdn, bl I
akan memberikan kesempatan bagi
para pihak untuk melakukan proses
arbitrase untuk pokok perkara yang
bersamaan dengan interim medsure
atau conservatory measure di peng-



